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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap 

Proses Beracara Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jombang” Penelitian ini 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik atau proses berperkara 

biaya cuma cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Jombang dan bagaimana 

analisis yuridis terhadap praktik berperkara biaya cuma-cuma (prodeo) di 

Pengadilan Agama Jombang. 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah teknik interview, dan 

dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan 

menggunakan pendekatan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan 

yang khusus. Hukum acara adalah aturan yang mengatur tentang jalannya atau 

praktik layanan  hukum di pengadilan agama khususnya dalam pelaksanaan 

persidangan di pengadilan agama.  Pelaksanaan hukum acara peradilan agama di 

Pengadilan Agama Jombang masih belum menjalankan teori yang ada. 

Khususnya dalam perkara yang penulis teliti yakni tentang proses beracara 

perkara prodeo, yakni sebuah layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu, dan semua biaya perkaranya digratiskan dan ditanggung oleh negara. 

Hasil penelitian ini telah menemukan adanya kesenjangan antara teori 

dengan praktik, salah satunya adalah mempersulit pemohon prodeo (orang 

miskin), dengan adanya pungutan liar seperti pemohon diminta beli materai 

sendiri, padahal dalam aturannya semua yang berhubungan dengan penyelesaian 

perkara digratiskan atau tanpa dipungut biaya bagi pemohon prodeo. Kejadian 

seperti ini mempunyai alasan tertentu yakni pada saat diterimanya permohonan 

prodeo tersebut kuota yang dibiayai oleh negara melalui DIPA sudah habis, 

sehingga perkara prodeo yang diterima tersebut termasuk dalam golongan 

perkara prodeo murni yang mana tidak ada anggaran untuk biaya acara prodeo 

tersebut, karenanya pihak pemohon diminta untuk menanggung sebagian biaya 

oleh pegawai Pengadilan Agama Jombang.  

Tujuan dari diterapkannya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu 

adalah membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara 

ekonomi dalam menjalankan proses hukum di pengadilan. Sejalan dengan 

kesimpulan di atas, maka petugas, ataupun aparat penegak hukum seperti hakim 

disarankan: pertama memberikan pelayanan terhadap pemohon prodeo dengan 

sikap yang ramah, profesional dan tidak membeda-bedakan miskin dan kaya. 

kedua, hendaknya Pengadilan Agama Jombang memberikan anggaran biaya 

perkara prodeo murni sehingga pejabat yang di lapangan menjalankan tugasnya 

sesuai dengan aturan. Ketiga, hendaknya pemerintah membuat aturan tentang 

mekanisme perkara prodeo dengan jelas dan terperinci.  

 

 

 

 

 


